
 
 
 
 

 
BUPATI PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 1 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA 
DAN KETUA RUKUN WARGA PADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI PASURUAN, 
 

a. bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi dan semangat 
kerja dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun 
Warga (RW) pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat perlu diberikan insentif; 

b.  bahwa sehubungan dengan  maksud  sebagaimana pada huruf 
a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian 
Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga 
Pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Pasuruan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

Menimbang : 

Mengingat  : 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaiaman telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Peru bahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 
2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  87 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 199); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Kecamatan. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI 
KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA PADA 
KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
PASURUAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pasuruan. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan. 

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten  Pasuruan. 

6. Kelurahan adalah wilayah kerja  Lurah  sebagai  perangkat  daerah 
kabupaten/kota dalam di wilayah kerja kecamatan. 

7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 
Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat. 

8. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif 
dalam proses perencanaan  pembangunan. 

9. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial 
kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di 
Kelurahan. 

10. Kegotong-royongan adalah kebiasaan saling tolong menolong untuk 
membangun Kelurahan. 

11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja 
Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah 
pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan 
oleh Kelurahan. 

12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau yang disebut dengan 
nama lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala 
Keluarga (KK) dilingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, 
kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Kelurahan. 
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13. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah bantuan kelembagaan 
yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud pemberian insentif kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun 
Warga (RW) adalah sebagai dorongan untuk meningkatkan mutu, prestasi dan 
semangat kerja dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna 
membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan hasil guna. 

Pasal 3 

Tujuan pemberian insentif kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun 
Warga (RW) adalah : 

a. untuk meningkatkan kinerja Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun 
Warga (RW) Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan 
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya; dan 

b. menguatkan peranan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga 
(RW) Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam 
membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari Camat dan Lurah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 

 
BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 4 

(1) Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) mempunyai Hak : 
a. menyampaikan aspirasi warga masyarakat kepada pemerintah melalui 

Kelurahan; 
b. memfasilitasi dan mendukung kegiatan warga masyarakat melalui 

program pemerintah; dan 
c. memperoleh insentif yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan 

keuangan Pemerintah Daerah. 

(2) Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) berkewajiban 
untuk  : 
a. menyampaikan saran dan pertimbangan yang mendorong atas 

kelancaran pelaksaan tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan 
pembangunan; 

b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan jujur dan 
transparan; 
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c. meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung Pemerintah Daerah; 
d. menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat; 
e. melaporkan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan ditingkat 

organisasi kepada Lurah untuk penyelesaian lebih lanjut; dan 
f. membuat laporan kegiatan secara tertulis setiap  bulan  yang 

disampaikan kepada Lurah guna kelengkapan berkas 
pertanggungjawaban pemberian insentif. 

 
BAB IV 

PENDANAAN DAN TATA CARA PENCAIRAN 

Pasal 5 

Pendanaan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua  Rukun  Warga  (RW) 
Kelurahan  bersumber  dari : 
a. swadaya masyarakat; 
b. bantuan dari anggaran Pemerintah Kelurahan; 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Pasal 6 

Besaran insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga 
(RW)Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan disesuaikan 
dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 7 

Pemberian insentif bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga 
(RW) Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diberikan setiap 
bulan dalam 1 (satu) tahun dilengkapi dengan menyertakan laporan kegiatan RT 
dan RW Kelurahan setiap bulan yang dilaporkan kepada Camat melalui Lurah. 
 

Pasal 8 

Biaya pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan pada pos 
masing-masing Kecamatan yang menaungi Kelurahan dan diberikan sejak Tahun 
Anggaran 2017. 

Pasal 9 

Lokasi dan Alokasi besaran insentif Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 
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Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 
 

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 9 Januari 2017 

BUPATI PASURUAN, 

                ttd. 

M. IRSYAD YUSUF 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 9 Januari 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

           ttd. 

AGUS SUTIADJI 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN 
TAHUN 2017 NOMOR 1 
 


